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Penaggulangan HIV/AI DS
, PENAGGUT,ANGAN HIV/AIDS MET-A.LUI JEJARING
ANTAR LEMBAGA BERDASARKAN PERATURA}'{
DAERAH KABUPATEN MAI.A]'{G JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHIIN ZAO9
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Fakultas Syari'ah UIN Maular-ra Malik Ibrahim N'lalang
Abstrak
HII4AIDS dew'asa ini telah menltefiav /uns di nrus1'arakat' Pntterirttah'
bersarna masyarafrat re/ah nercspon nmsalal ini dalant benn* menrfiritran
Konki Penangtrlangan AIDS l{asioaal (KPAN). Kttbu.pareu Ma/ang relalt
rnengehnrfran PerrJa No. 14 Tahun 2008 Tentang Penagu/angan AID,S,
mendiriftan Kontisi Pamggr/angan AIDS (KPA) Kahqaten Ma/ang yang
difasilitasi APBD, dan ltujasatna htermsizilc[ ltontult ittnlalt ptnderita
semafrin m.eningfrat. PeneJitian ini berttliuan untuk mendishripsikan
PeJafrsanaan penangrt/angaa HIV-AIDS berdasarrtan Perda l{0- 14 Ta/nm
2008, llasil yang te/alt rlicapai, pendukung dan patgharnbat penangttlangan
HII,r-AIDS rnelahi jejn-ing anlat'a lnnbaga ,/i Kab. xtlalang. Dengan
mengtrnakan ntetode ktnlitatif me/a/ti -a'a?0/:1:ttcot'(t, obserz'asi, dofrtnnentasi,
rltperoklt /tasil bahu,a pelartsanaan penagulangan IID,\ melaltti jejning
cukttp {efrtif, hasi/nya oiltaro lain /ayanan nreningfrat, tersedranya -Earana dan
prornrnno, jejaring ftirrcrja KPA dan meningkotnya pena/r.anmn masyarafrat
secara berproses r/engan dukungau moda/ sosial, dan so/iditas stakeltolder,
nrcsfripun nmsi/r rerjad) hambatan dalan rne/aku*an frerja jelming'
Kata kunci: HIV-AIDS, Peraturan Daeralt, Jejn"ntg
Pendahuluan
Persoalan HIV/AIDS di Indonesia kini sudah sampai pada
tahap yang memcengangkan. Ketika awal ditemr.rkannya kasus ini,
perhatian masyarakat tertuju kepada perdebatan tentang siapa yang
punrnr mendaparkan infeksi virus yang mercntokkan sistem
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kekebalan rubuh ini dengan stigma negarif rerhadap penderitanya.
Penyebaran HIV/AIDS bukan semara-mara masalah kesehatan
tetapi mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etis, agama dan
hukum. FIIV/AIDS rnenjadi epidemik memarikarl yang telah
menewaskan lebih dari 25 juta manusia.
Kementerian Keseharan RI rnencarar laju penularan
FIIV/AIDS di Indonesia delapan kali lipat dari 2.684 penderita pada
tahun 2004 menjadi'21.770 penderita pada tahun 2009 dengan 53%
berada di kelompok usia ZO-29 rahun. Flingga Desember 2010,
Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa jumlah kumularif
pasien AIDS di Indonesia adalahZ4.l3l orang. Data tersebut berasal
dari 32 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Koordinator Unired lVation
General Assembly Spesia/ ,lessioa (UNGASS) on AIDS Forum Indonesia,
Aditya Wardhana menyatakan bahwa angggaran penanggulangan
HIV/AIDS sejauh ini sekitar 6A7o dan dana asing. Dalam Nariona/
AIDS Spending Assasesrtent 2010 yang kemudian dituangkan dalam
I-aporan Kemajuan Negara dalam Program AIDS untuk UNGASS on
AIDS ?070, pembelanjaan untuk program AIDS tahun 2010 sebesar
50,8 juta dollar AS dan 60,977o masih didominasi oleh pendanaan
donor-l
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa
keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS sangat tergantung pada
poliricalwi// pengambil kebijakan negara. Indonesia telah berupaya
keras untuk menanggulangi HIV/AIDS tetapi hasilnya belum
memuaskan. Pendidikan dan penyuluhan dalam berbagai
pendekatan, salah satunya adalah pendekatan agama dan budaya
yang dilakukan bersama dengan program bidang kesehatan
masyarakat seperti pencegahan, pengobatan infeksi menular
seksual, upaya pengobatan, perawaran dan dukungan bagi Orang
Dengan HIV AIDS (ODHA).
Pemerintah Kab. Malang merupakan salah satu dari riga
pemerintah daerah di samping Kota Surabaya dan Kab. Banyuwangi
yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan
AIDS. Seiring dengan Perda tersebut, Bupati Malang memberikan
t Yetty Handayani, Penanggulangan HIV/AIDS dalam Perspektif Islam,
http://palembang.hibunnews.com, diakses Kamis, 31 Maret 201 1, Jam 09.45.
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perharian khusus dengan mencanangkan penggunaan kondom
khususnya bagi kelompok masyarakat beresiko agar jumlah
penyebaran HIV/AIDS dapat ditekan. sosialisasi dan advokasi
terhadap ODIIA juga telah dilakuhan oleh berbagai lembaga secara
mandiri dan berjejaring, baik sebelum adanya Perda No. 14 Tahun
2008 tentang Penanggulangan HIVIAIDS di Kab. Malang maupun
setelah diperkuat dengan Perda. Namun demikian pencegahan dan
advokasi 1,ang dilakukan ini belum mampu mengatasi lonjakanjumlah ODHA yang semakin meningkat. Penelitian ini
mendiskripsikan impelementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
z00g Tentang Penanggulangan FIIV/AIDS di Kab. Nlalang melalui
jejaring antar lembaga yang menjadi anggora dari KPA dan menggali
lebih dalam di balik fenomena dan data-data statistik yang terus
mengalami peningkatan.
Perkembangan HIV/AIDS di Kab. Malang
Di Kabupaten Malang kasus HIV pertama kali ditemukan
pada rahun 1991 pada seorang pasien Rumah Sakit Saiful Anwar
yung berinisial sL sebagai wanita pekarja seks berasal dari
G.n*urun Dampir. Sejak saar itu dari tahun ke tahun jumlah
ODFIA semakin meningkat. Pemerintah Kab. Malang merespon
masalah ini melalui surat Keputusan Bupati Malang tentang
pembenrukan Komisi Penaggulangan AIDS (KPA) pada tahun 1993.
iGberadaan KpA terap eksis hingga tahun 2011 ini telah
diperbaharui empat kali periode sesuai dengan masa jabatan Bupati
lVlalang. KPA merupakan wadah yang menghimpun sejumlah
inscansi dan lembaga telah melakukan berbagai aksi mulai dari
pencegahan di masyarakat dan pendampingan oDHA. Anggota KPA
kub. Malang ini dibawah pimpinan Bupati dengan anggota terdiri
dari Dinas Kesehatan, Dinas sosial, Kanror Kementerian Agama,
Dinas Pemuda dan olah Raga, Palang Merah Indonesia, Rumah
Sakit Kanjuruan, Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Yayasan Paramitra.
-Hingga 
tahun 2010, kasus HIV/AIDS di Kab' Malang jumlah
ODHA telah men capai 579 orang yang resmi teridentifikasi oleh
KPA dengan rincian penularan sebagai berikut; 5l7o disebabkan
perilaku seks dengan orang yang beresrko, 3l7o melalui narkoba
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jarum sunrik, 5% ODHA adalah
selebihnya tidak diketahui.z 5% bagi
rata-rata nasional, mendekati jumlah
kalangan ibu rumah rangga,
ibu merupakan angka di atas
pengidap HIV di kalangan PSK
di Kab. Malang yakni 60 orang lebih
PSK.3
ibu rumah rangga, dan 80 orang
Penanggulangan AIDS telah dilakukan oleh KpA jauh
sebelum Perda No. 1412008 diretapkan. Proses awal hingga disahkan
memerlukan waktu tidak kurang dari 3 tahun. Din-rulai dari
kunjungan anggora Komisi D pada beberapa lokalisasi di Kab Malang
yang difasilitasi oleh Lembaga Paramitra bersama KpA kabupaten
kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi pubrik dengan
mengundang elemen-elemen masyarakat dan Dinas terkait untuk
membahas persoalan HIV/AIDS. Para stakeholders sering bertemu
dalam berbagai forum yang dihadiri dari berbagai pihak yang terdiri
dari pejabat, tokoh lintas agama, fraksi-faksi DPRD, ormas Islam,
dan LSM. Dalam perremuan-perremuan tersebut masing-masing
memahami pentingnya mengangkat HIV/AIDS sebagai is,, yang
perlu di-perda-kan.
Perbedaan persepsi muncul di seputar isrilah yang sensitif
misalnya berbicara HIViAIDS disamakan dengan,,kondomisasi",
"lokalisasi", "prostitusi". Namun secara berproses, komitmen
mereka semakin kuar sebab para stakeholder akhirnya memahami
bahwa berbicara masalah ini merupakan upaya pencerdasan
masyarakat. Pada prinsipnya stakeholder menyambur positif perda
ini dalam mendorong dan mengawal hingga diretapkan perda ini.
Dengan adanya perda penanggulangan HIV/AIDS secarapolitis para birokrat menunjukkan komitmennya penyediaan
anggaran yang cukup tinggi dibanding dengan Kab. Kota lainnya,
meskipun anggaran HIViAIDS masih menjadi satu dengan BNK(Badan Narkotika Kabupaten) yang jumlahnya mencapai z milliar,
khusus HIV/AIDS melalui KPA hanya Z|Vonya, yakni Rp.
500.000.000,-. Budget 2 Milliar rupiah, BNK: 1,5 Milliar rupiah, dan
KPA 500 Jura rupiah.
2 Adi Purwanto, wawancara, Jum'at, 8 April 2077, diKantor LpM uIN Malang.3 Lukman, Wawancara, Jum'at , 8 April Zbt t, Oi Kantor LpM UIN Malang.
88 Mufidah Ch
Penagglrlangan FIIV/AIDS
l- Pehtsanaan Penaggulangan HIV/AIDS di Kab. Malang.
KP\ r:ng didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap
rn:'...::r HI\-.\lDS merupakan r,vadah jejaring berbagai satuan kerja
(s-:rs::, .i.rng terkait memiliki peran dan fungsi strategis yang
rncirn-i:i: Pr':,t,t:rl. melalui kegiatan masing-masing satuan kerja dan
sal:::r r-.enduk'-rng. misalnya Dinas Sosial konsentrasi pada
prr--lcnr:irn PSK: Kerlrra, konsentrasi pada pencegahan (p.reventif)
dil=:ir;s:: : leh Dinas Kesehatan, BKKBN, STIKES, dan Kantor
he:r:n:cr:n -\gama Kab. Malang; Ketiga, mengadakan pelatihan,
Tr;.":.,:! .: T.,rincr-. misalnya pelatihan tutor sebaya dari kalangan
pr iJ . k reif,ntren dalam bentuk hfe sfrill education; Keempat,
rne:rciirkrn media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam
be::.r' l,rjrhh dinding, liflet, siaran di radio kanjuruan dan RRI
r:r:-: iir,- tc,ri oleh Dinas Kesehatan.
Dinrs Kesehatan merupakan salah satu dari satker yang
tun. L.:nvr langsung menangani masalah HIV/AIDS. Bentuk
kca:.r:n \:rng rutin dilakukan adalah; Pertanra, penyuluhan tentang
ba:,.rv: HI\7-\IDS baik kepada sasaran beresiko tinggi maupun
kel:Ja mrsvarakat secara umum; Kedua, kampanye melalui media
ur:-k menvebar informasi kepada masyarakat agar menumbuhkan
ke:'edulirn mereka dan memiliki pengetahuan tentang layanan
kesehrran terhadap masyarakat baik pada level pencegahan,
Ireningenan, maupun pemberdayaan ODHA; Ketiga, terapi medis
ba:i penderita HIV/AIDS secara intensif, pemeriksaan rutin bagi
PSIu dan memantau perkembangan mereka agar tetap survive dan
tid:rk menyebarkan kepada orang lain; Keempat, rehabilitasi medis
b.g ODHA dalam bentuk pemberdayaan agar mereka tetap
memiliki ketahanan fisik maupun mental dan memiliki kemandirian
dehm menjalani kehidupan. Secara khusus Dinas Kesehatan
rnemiliki dua kecamatan yang berkonsentrasi untuk memberikan
hvsnan pemeriksaan HIV/AIDS yaitu; Kecamatan Sumberpucung
khusus untuk trans sexua/, dan Kecamatan Gondanglegi untuk
pecrndu narkolta'atau pengguna jarum suntik (penasun)'
LSM,yang peduli HIV/AIDS khususnya Yayasan Paramitra
teleh melakukan pendampingan komunitas resiko tinggi tertular,
pendampingan ODHA, mendorong terbentuknya mekanisme
rujukan kesehatan, penyuluhan di masyarakat umum. Bentuk
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jejaring antar lembaga yang dilakukan dalam penanggulangan
HIV/AIDS adalah kerjasama kegiatan, program, pertemuan dan
sinergi dalam upaya menekan laju penularan. Dalam proses
pendampingan, Yayasan Paramitra bersama stakeholder melakukan
kerjasama dalam menanggulangi HIV/AIDS sebagai berikut; (1)
Kelompok sasaran resiko rendah dengan melakukan kegiatan
penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pada kelompok anak-anak sekolah,
ibu rumah tangga, forum kegiatan-kegiatan keagamaan. (2)
Kelompok resiko sedang dengan melakukan penyuluhan dan
sosialisasi, mendorong dan memfasilitasi dilakukannya pemeriksaan
INIS dan HIV, pendistribusian media KIE. (3) Kelompok resiko
tinggi melalui penyuluhan, membangun lingkungan kondusif untuk
pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan
layanan yang mudah di akses oleh kelompok resiko tinggi,
penjadwalan secara rutin untuk pemeriksaan IMS dan HIV,
pengobatan untuk IMS dan HIV, pembentukan kelompok dukungan
sebaya untuk ODHA distribusi media KIE dan alat pencegahan
penularan.
Adapun medan budaya dan modal sosial yang efektif dalam
melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS di Kab. Malang yang
dilakukan oleh Yayasan Paramitra, antara lain melalui; (1)
Pertemuan, penyuluhan dan sosialisasi bahaya HIV/AIDS pada
kelompok-kelompok masyarakat. (2) Pembentukan pendidik sebaya
pada setiap level masyarakat yang terlatih untuk menyebarluaskan
informasi FIIViAIDS dan bagaimana cara menghadapi bila di
lingkungannya ada yang tertular HIV. (3) Menggalakkan mitigasi
sosial di masyarakat. (4) Menyebarluaskan tentang bahaya
HIV/AIDS melalui paket informasi media KIE.
Kantor Kementerian Agama Kab. Malang bergabung sebagai
anggota KPA Kab. Malang sejak tahun 2006 pada saat diperlukannya
perspektif agama dalam penanggulangan HIV/AIDS. Sejak menjadi
anggota KPA, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kab. Malang
aktif dalam rapat-rapat koordinasi, memberikan masukan dalam
penyusunan raperda HIV/AIDS hingga ditetapkannya menjadi perda
tahun 2A08.
Secara teknis, Kantor Kemenag melalui Kasi Pendidikan
Agama pada Masyarakat (Penamas) yang membidangi kerjasama
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dengan instansi dan lembaga yang konsen pada penanggulang
HIV/AIDS. Kasi Penamas memiliki perangkat sumberdaya manusia
berupa penyuluh agama sebanyak 300 orang non PNS yang tersebar
di seluruh kecamatan di wilayah Kab. Malang. Pada setiap Kantor
Urusan Agama (KLIA) di setiap kecamatan dan dalam strul<tur Kasi
Penamas rerdapat penyuluh agama dari unsur PNS. Penyuluh agama
ini memiliki kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh) yang memiliki
program kerja antara lain adalah uryltLity brtilding bagi penyuluh agama
setiap semester, kegiatan sosialisasi isu-isu sosial keagamaan antara
lain adalah isu HIV/AIDS menjadi salah satu tema dalam
pengembangan mareri dakrvah di masyarakat. Keberadaan penyuluh
agama sebagai stakeholder dalam hal ini sangat urgen'
Adapun metode/pendekatan yang paling efektif dalam
melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS di Kab. Malang adalah
peruemuan, pen-vuluhan dan sosialisasi pada masyarakat' melalui
tokoh masyarakar dan rokoh agama untuk menghimbau bahaya
I-lIV/AIDS dan menghapus stigmatisasi dan diskriminasi bagi
oDFIA. Tutor sebaya yang terlatih untuk menyebarluaskan
informasi dan menyampaikan reknik menghadapi mereka yang
tertular Hiv, menggalakkan mirigasi sosial di masyarakat,
penyebarluasan melalui paket informasi media KIE. Adapun medan
sosial unruk menyebarkan informasi HIV/AIDS telah dilakukan
dengan sasaran; (1) Keluarga beresiko tinggi, dimana KPA Kab.
Nlalang telah memiliki peta "daerah merah" sebanyak 1Z Kecamatan
se Kab. lvlalang. (2) lvlasyarakat non resiko tinggi yakni yang berada
di luar daerah merah.
Di sisi lain Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang dan
kader-kaclernya di tingkat Kecamaran, ormas seperti Fatayat juga
melakukan sosialisasi. Penggerak utama khususnya dalam menangani
sasaran beresiko tinggi adalah LSM. Pemerintah tidak memiliki
skill, keluivesan, kepekaan, kepedulian dalam mendampingi ODHA.
Yayasan Paramirra terkonsentrasi untuk mendampingi PMS,
sedangkan Yayasan Sadar Hati terkonsentrasi pada Penasun
(pengguna jarum suntik). Namun demikian kedua LSM ini masih
sangat bergantung pada pendanaan negara-negara donor'
ormas pemuda Islam dan Remaja Masjid juga melakukan
kegiaran sosialisasi. Dinas dan KPA sebagai lembaga yang langsung
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menangani masalah ini lebih inrens yang clici'kung pula oleh BNK(Badan Narkotika Kabupatc') yang lebih l.unr"nr.rri untul<
pengguna jarum suntik. Icjaring keclua instansi irri darlam sosialisasi
senanriasa melibatkan ormas, LSN4 termasuk IWANIA (ikaran waria
N'Ialang), IGAN'IA, Yayasan paramitr:i, clan sadar FIati. orn-ras lebih
mengambil peran pada lini pe ncegahan, seclangkan LSN,I
terkonscntrasi pada pencegahan hingga proses pc.gobatan cran
rehabilitasi. Adapun DPRD komitmen clalam i-pi.-!n,:rsi percla
ini melalui program kerja cran penyediaan n'rggrro,i va'g criperrr-rr<an.
Nledia KIE sebagai instrume'pe'ting berurn memadai..-
Iejaring antar lembaga cukup rapi karena masing-masing
telah fokus pada bida'g garapannya, cran dicil-rkung pura oreh dana
APBD meskipun masih saja tergantung pacra dana rrar negeri, sebab
kegiaran penangan HIV/AIDS memang cukr-rp berat. Sosiarisasi 
,vangpaling tepar unrlrk mcnanggulangi HIV/AIDS ini aclalah ,,isriqrnrah;;
dalam mengubah perilaku dan daram konreks intcn,ensi jangka
panjang. Isu-isu ini harus dimainsteamkan clalam berbagai piog**
pemberdayaan masyarakar, pemerintah diharapkan rebih proar<tif.
I{asil yang telah dicapai semenjak KpA berdiri cian dil<r,ratkan
Perda No. 14l ?008, akriviras penanggulangan FIIV/AIDS di Kab.
Ntlalang melalui jejaring cralam KIA semakin meningkat. percJa
memberikan legalitas, sehingga sangar membantu KpA cralam
berjejaring dan menggerakkan manajlmen intcrnar KpA dengan
dukungan alokasi anggaran yang bersumber clari r\pBD Kab. N{alang.
Kerja berjejaring melalui KpA juga mampu menciptakan ringkrng*
yar-rg konclusif dalam melakukan pencegahan, p.nrngunan, malrpulr
rehabilitasi oDI'IA sehingga scmakin muclah ctalam melakukan
koordinasi. Kesadaran psK unruk memeriksakan diri dengan
mendatangi Puskesmas maupun proaktif ke tika criadakan
pemerikasaan di lokalisasi.
Di samping itu, hasil yang dapat dilihat adalah peta dan poraODFIA yang berbeda anrara pengguna jarum ,unrik (penasun)
dengan PSK. ODHA yang disebabkan oreh penasun rebih surit
bertahan hidup sebab mereka memiliki keterganrungan pada suntik
narkoba, obat-obar terlarang. Jumlah mereka telah mencapai 300
orang yang sangar ra\'a.n dengan tindak kriminal seperti mencuri,
merampok, menjual narkoba, mencoper unruk biaya membeli obat-
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obat terlarang untuk memeuuhi ketergantungan mereka terhaclap
obar. Adapun kasus ODFIA dari unsur PSK lebih bisa bertahan
hidup, sebab mereka secara rutin mendapatkan pendampingan,
obat-obatan untuk menjaga kesehatan mereka, pola hidup lebih
teratur, dan tidak memiliki ketergantungan obat-obat terlarang.
Melalui peta dan pola ini memudahkan intervensi baik kebijakan
maupun strategi penangan yang berbeda agar keduanya
mendapatkan layanan dengan baik dan bisa bertahan hidup, berdaya
dan mandiri.
Kantor Kemenag Kab. Nlalang telah melakukan sosialisasi
masalah ini sel-ringga dapat menir-rgkatkan pernahaman masyarakat
terhadap HIV/AIDS, cara-cara pencegahan dan perawatan ODHA'
Dan yang sangar praktis adalah sekitar 200-300 orallg Mudin dan
relawan telah terlatih melakukan perawatan jenazah penderita
AIDS. Kontribusi Kanror Kementerian Agama dalam penaggulangan
HIV/AIDS baik yang dilakukan integratif dengan tupoksi Kasi
Penamas maupun berjejaring dalam KPA relatif telah tampak
hasilnya meski belum maksimal.
Pennbahasan
1. Kebijakan Negara dalam Penanggulangan HIV/AIDS
Indonesia telah menyusun Strategi Nasional (Stranas)
Penanggulangan Hlv/AIDs perrama kali pada tahun 1994. Berbagai
perkembangan dan perubahan yang terjadi kemudian mendorong
pemerintah untuk memperbaharui srrategi penanggulangan yang
ada pada tahun 2003. Stranas tahun 2003-?,a07 dengan tujuan umum
adalah mencegah dan mengurangi penularan HIY meningkatkan
kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial ekonomi
akibat HIV/ AIDS. Adapun tujuan khusus yaitu: (1) Menyediakan
dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana
kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS,
dengan menitikberatkanpencegahan pada populasi beresiko dan
lingkungan nya. (z) Menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan,
dukungan dan konseling kepada oDHA yang terintegrasi dengan
upaya pencegahan.(3) Meningkatkan peran serta remaja,
perempuan, keluarga dan masyarakat umum termasuk ODHA' (4)
Menciprakan dan mengembangkan kemitraan antata lembaga
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pcmerintah, LSN4, scktor s\\/asta dan dunia usaha, organisasi profesi,
dan lernbaga donor baik nasional maupun internasional di pusal
dan di daerah. (5) N{eningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan
daerah serta inisiatif dalam penanggulangan FIIV/AIDS.+.
Dalam strategi nasional ini bahlva tujuh area prioritas
penanggulangan HIV/AIDS meliputi; (1) Pencegahan HIV/AIDS. (2)
Perarvatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA. (3)
Surveilans HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. (4) Penelitian
dan riset operasional. (5) Lingkungan Kondusif. (6) Koordinasi
multipihak. (7) Kesinambungan penanggulangan.
2. Perdebatan Pemikiran Islam tentang Penanggulangan AIDS dan
Sikap terhadap ODHA
HIV/AIDS telah mervabah tidak hanya di kalangan komunitas
yang dianggap resiko tinggi dan bukan orang-orang yang taat agama
tctapi tanpa pandang bulu menyerang siapapun. Persepsi
masyarakat tidak lagi dikaitkan dengan mitos dan hukuman/kutukan
Tuhan. Sikap umat Islam terhadap masalah ini melahirkan
perdebatan yang disebabkan berbeda dalam mendifinisikan
HIV/AIDS maupun memahami korban. Perbedaan sikap tersebut
disebabkan antara lain oleh: (1) Nlemandang HIV/AIDS semata-
mata rnenjadi masalah medis. (Z) FIIV/AIDS sebagai masalah
penyimpangan seksual. (3) HIV/AIDS sebagai masalah
penyimpangan sosial. (4) HIV/AIDS sebagai masalah agama. (5)
HIV/AIDS merupakan masalah kapitalisme global.
Nlenurut pandangan yang representatif dari konservatif
sebagaimana dikemukakan ahli psikiater dan guru besar IiKUI, Prof.
Dr. dr. I-I.Dadang Harvari5 bahwa upaya-Lrpaya penanggulangan
penyakit I-lIV/AIDS selama ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah
maupun LSM lebih menekankan kepada pendekatan sekuler dan
medis semata, baik dalam upaya pencegahan ataupun terapinya,
a Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional, 2003t Dadang Hawari, Konsep Agama (lslam) Menanggulangi HIV/AIDS, (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), v-vi.
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termasuk tidak men-ventuh akar permasalahan penyebab Lrtamanya.
Akar masalah menurut pandangan ini adalah penyakit n'rental dan
perilaku. Karenanya, integrasi medis dan moral (agama) adalah
pendehatan yang seharusnya diterapkan.
Pendekatan model ini, analisisnya tampak kurang tajam dan
menyentuh empati semua pihak, terkesan diskriminatif terhadap
oDHA. Namun demikian pendapat ini sekurang-kurangnya menjadi
motivasi masyarakat khususnya muslim dalam mencegah perilaku
beresiko terkena HIV/AIDS. Berbeda halnya dengan pandangan
progresif bahrva penanggulangan HIV/AIDS melalui pendehatan
multidimensional, HIVAIDS terkait,juga dengan masalah sosial,
budaya, politik, ekonomi dan hak-hak asasi manusia. oleh karena
itu, kajian Islam renrang masalah ini harus melalui pendekatan
studi Islam kontemporer, terpadu dengan pendekatan sosial budaya.
Vlengingat sejunrlah kasus penularan HIV tidak hanya melalui seks
bebas atau penggunaan jarum suntuk narkoba, tetapijuga suami istri
yang salah sarunva adalah beresiko, bayi terinleksi dari ibunya, dan
cara-cara lain vang tampak tidak terkair dengan masalah moral.
Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi bagian penting dalam
upaya pencegahan HIV/AIDS di masyarakat, misalnya dilandasi
dengan prinsip-prinsip keadilan, keseraraan, empary, demokrasi,
khusun-va dalam melakukan advokasi terhadap ODHA.
3. Jejaring Antar stakeholder dan Modal sosial Penaggulangan
HIVIAIDS
Gerakan penanggulangan HIV/AIDS ridak hanya dilakukan
oleh segelintir orang atau lembaga tertentu tetapi melalui jejaring
dalam melakukan advokasi kebijakan sosial yang dilakukan secara
sinergis dengan landasan komitmen yang kuat. Advokasi adalah
sebuah strategi unruk mempengaruhi para pembuat kebijakan
ketika mereka membuat hukum dan peraturan, mendistribusikan
sumber-sumber, serta membuar keputusan-keputusan yang
mempengaruhi hidup seseorang. Tujuannya adalah menciptakan
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kebijakan, mereformasi kebijakan, dan menjamin kebijakan-
kebij akan tersebut diimp lementasikan dengan bai kt'.
Dalam mengimplementasikan kebijakan sosial diperlukan
stakeholder arau pemangku kepentinganT. Pemberantasan
HIV/AIDS akan berhasil jika stakeholder memiliki kornitmen poiitik
maupun sosial bersama-sama sejalan dan seirama. Pendampingan
ODHA maupun masyarakar tidak lepas dari peran mereka. unruk
itu dalam konteks advokasi masalah HIV/AIDS dapat digolongkan
menjadi 4 macam yakni srakeholder primer sebagai penerima
manfaat, stakeholder skunder yang mencakup le mbaga dan
organisasi mitra, stakeholder kunci yaitu pembuat kebijakan dan
program strategis, dan musuh atau lawan meliputi individu atau
Lelompok yang melakukan perlarvanans. Berdasarkan kelompok
stakholder tersebul, program penanggulangan FIIV/AIDS diperlukan
analisis srakeholder secara tepat, agar terhindar dari kinerja hurang
efektif, rarger tidak tercapai, bahkan menimbulkan konflik dan
perpecahan.
Hal yang ridak kalah pentingnya dalam manggalang
stakeholder adalah pemanfaatan modal sosial. Emile Durkheim pada
abad ke-19 menyebur istilah "modal sosial" untuk menyatakan
ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat sangal
penring untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai
iuj.ran b"r-uryurakar. Tatanan masyarakat yang harmonis hanya bisa
dicapai manakala antar warga masyarakat itu saling berhubungan
dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di
masyarakat dengan lebih mengedepankan persamaan daripada
perbedaaan. Nilai-nilai itu rerus dijaga sebagai kekuatan yang
mengikat, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat
tidak saja untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga untuk
u Edi suharto, Analisis Kebiiakan Publik, Panduan Praktis Mengkaii Masalah dan
Kebij akan Sosicl (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 124'
t Stuk.holdrt merupakan kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau
dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan terlentu'
* Sutito Kusumosubroto, Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Strategi
A dv okas i, Http/doc. google. com. Diakses, I 9 September 20 1 I'
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menangkis berbagai upaya yang mengancam kohesivitas mereka
sebagai masyarakat."
lVlodal sosial dalam penanggulangan FIIV/AIDS merupakan
kekuatan yang menggerakkan, ahtor-aktor dan agen-agen sosial yang
cukup kuat untuk melakukan sosialisasi, edukasi, advokasi maupun
rehabilitasi. Stakeholder dan modal sosial yang kuat dalam
mencegah penyebaran FIIV, dan pendampingan ODHA dilengkapi
dangan Peraturan Daerah, Komisi menanggulangan AIDS,
tersedianya budget melalui DPRD, kerjasama dengan pendanaan
lembaga internasional, para akademisi dan dukungan masyarakat
luas.
4. Penaggulangan AIDS Berdasarkan Perda Kab. Malang No. 14
Tahun 2008
Bagian Ketiga tentang Pencegahan HIV dan AIDS, Paragraf
1, Prinsip-Prinsip Dasar, Pasal 6 bahrva: (1) Upaya pencegahan FIIV
dan AIDS, dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip
dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional dan Rencana
Strategis KPA yaitu mempe rhatihan nilai-nilai agama dan
budaya/norma kemasyarakatan, memperkokoh ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan gaya hidup
sehat dan bertanggungjawab, menghormati harkat dan martabat
ODHA dan keluarganya serta mempertahankan keadilan dan
kesetaraan gender. (Z) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan
AIDS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan
LSM berdasarkan prinsip kemitraan.
Sebagaimana ditegaskan pada Bab IV tentang Komisi
Penanggulangan AIDS, Pasal2l adalah sebagai berikut: (1) Bupati
berwenang dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan
AIDS. (2) Untuk membantu wewenang Bupati dalam menciptakan
lingkungan yang kondusif serta kegiatan serta penanggulangan HIV
dan AIDS yang berkesinambungan seperti yang dimaksud pada ayat
(1) dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. (3) Keanggotaan KPA sebagaimana
t Mulia Raharjo, Pemangku Kepentingan, www.mudjiarahardjo.com 2009, dikses,
12 September 201 1 , jam 1 3.55.
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dimaksud pada ayar (2) rerdiri dari unsur Pemerintah Daerah,
masyarakat, I-SN{ dan sehtor usaha aralr swasta. (4) Pengisian
keanggotaan KPt\ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara terbuka dan partisipatif. (5) Kerentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pengisiar-r keanggotaan, organisasi dan rara kcrja KPA
sebagaimana dimal<sud pada avat (2) diatur clengan Peraturan
Bupati. (6) Pernerintah akan mcnyediakan kantor sekrerariat tetap
untuk memperlancar hegiatan yang dilahsanakan oleh KPA.
Sedangkan pasal ZZ secara khusus mengarur renrang
mekanisme kcrja KPA Kab. Malang yaitr,r: (1) KPA
mengkoordinasikan dan mcnsinergikan setiap kegiatan
penanggulangan HIV dan r\lDS yang dilakukan olch BNK, Dinas
terkait, LSN,I, Organisasi kemasyarakat dan agama, lembaga dari luar
negeri serta setiap Warga Negara Indonesia dan Asing; (2) KPA
sebagai pusat informasi renrang FIIVdan AIDS di tingkar
daerah; (3) KPA dalam menjalankan kegiatannya akan membuat
rcncana strategi (renstra).
Penaggulangan HIV/AIDS di Kab. IVlalang telah dirintis dan
dilakukan oleh para stakeholders di Malang melalui berbagai forum
yang dihadiri dari berbagai pihak mulai dari kalangan pejabat, tokoh
lintas agama, fraksi-faksi DPRD, ormas Islam, dan LSVI, merupakan
langkah yang patut diapresiasi untuk mengangkat masalah
penanggulangan HIV/AIDS sebagai isu penting di ringkat lokal
(daerah). Apalagi pemerintah daerah lVlalang telah menunjukkan
keseriusan dan komitmennya unruk membarva masalah ini ke
rvilayah kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah.
Proses konstitusionalisasi ini bisa menjadi model daerah lain
yang belum membarva masalah HIV/AIDS ini ditingl<at kebijakan
daerah. Dengan adanya perangkat kebijakan daerah melalui Perda,
penanggulangan penyakit ini dapat berlangsung secara
berkesinambungan, terintegrasi dan simultan. Vlelalui kebijakan
daerah ini, bisa mendorong kemandirian daerah dalam hal
kemampuan penyediaan anggaran, mengingat selama ini anggaran
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penanggulangan HIV/AIDS masih terlalu mengandalkan donasi dari
pihak asing."'
Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK
Kabupaten Nlalang dan kader-kadernya di tingkat Kecamatan,
ormas, dan LSIVI, belum berjalan sinergis. Selama ini yang menjadi
penggerak utama adalah LSM yang peduli HIV/AIDS dan dari segi
pendanaan masih mengandalkan donator asing. Illisalnya Yayasan
Paramitra yang berkonsentrasi mendampingi PVIS, dan Yayasan
Sadar Hari yang mempunyai program pendampingan bagi para
Penasun (pengguna jarum suntik).
Dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS, strategi untuk
menjangkau kelompok-kelompok di masyarakat yang memiliki
hambatan untuk mengakses inlormasi dan layanan publik disebut
dengan "outreach". Strategi ini kemudian dikenal dengan
"pendampingan dan penjangkauan". tt l)alam konteks ini kesadaran
masyarakat terhadap masalah ini sangat penting.
Salah satu faktor yang seringkali dihadapi masyarakat dalam
upaya penanggulangan HIV/AIDS adalah karean fakror struktural
dan kultural misalnya kemiskinan, keyakinan politik, stigma
masyarakat, status hukum dari tindakan/perilaku, atau hambatan
geografis vang membuat mereka terisolasi dari lingkungan sosial
masyarakat vang lebih luas. Faktor lain yang masih menghambat
proses pendampingan selama ini adalah faktor kultural di mana
masyarakat masih menganggap ODFIA sebagai masyarakat yang
cenderung tereksklusi dan terpinggirkan posisinya.
Oleh karena itu, hambatan struktural dan kultural ini perlu
terus dicarikan solusi dan strategi agar akses dan layanan publik yang
sudah ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan lebih luas. Sehingga
proses penjangkauan dan pendampingan bisa dilakukan lebih aktif
lagi, baik di tingkat individual, kelompok araupun jaringan sosial,
mengingat ODHA merupakan srakholder primer sebagai penerima
manfaat langsung program penaggulangan ini.
10 Fatmah Afrianty Gobel, Konstitusionalisasi Penanggulangan Pery)akit Aids,
Harian Tribun Timur, 12 Desember 2007).
I I http://www.aids-ina.org/w/index.phpiPendampinean:dan penj angkauan. Diakses
tanggal 28 Oktoeber 201 1 jam 13.50.
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Fungsi jejaring antar lembaga tidak hanya adanya komitmen
dan sosialisasi, tetapi juga melakukan rehabilitasi sebagaimrrne yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Rumah sakit Jirva I.arvang,
Puskesmas Sumberpucung dan Puskesmas Goncianglegi.
Rehabilitasi sosial juga menjadi perhatian yang dilakukan olch Dir"ras
Sosial meskipun kurang efehtif.
Salah saru komponen pendukung keberhasilan sosialisasi
penanggulangan HIV/AIDS adalah ketersediaan NIedia Kon-runikasi
Informasi dan Edukasi (KIE). Namun selama ini media yang
tersedia masih belum memadai. Oleh karena itu seluruh pihak
dukungan masyarakar melalui pemanfaaran modal sosial dan medan
budaya yang ada bisa memperluas jaringan informasi bersama KFA
agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses infbrmasi dan
layanan publik terkait penanggulangan HIV/AIDS.
Meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki terkait
penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, badan PBB yang
mengurusi masalah HIV/AIDS baru-baru ini mengapresiasi program
penanggulangan HIV/AIDS misalnya mengenai koordinasi Pusat-
Daerah dan estimasi penularan FIIV/AIDS di Indonesia." Khusus di
Kab. Malang jejaring, koordinasi dan sinergi merupakan kekuatan
untuk keberlangsungan penaggulangan HIVAIDS. KPA dan
komitmen SDMnya merupakan modal sosial yang menjamin
kegiatan ini.
Implemenrasi penanggulangan HIV/AIDS melalui jejaraing
antar lembaga telah sesuai dengan Perda No. 1412008, khususnya
pada pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang prinsip-prinsip pencegahan
HIViAIDS, dan pada Bab IV renrang Komisi Penanggulangan AIDS,
pasal ?1 berisi tentang keberadaan KPA dan pasal ZZ berisi peran
dan fungsi KPA. Dengan adanya Perda kinerja KPA semakin
meningkat, komitmen sebagai modal sosial semakin kuat. dan dapat
mengubah mindset masyarakat terhadap ODHA secara berproses,
serta para Modin memiliki keterampilan merawat jenazah ODHA.
Hasil lain yang penting adalah adanya peta dan pola penanggulangan
HIV/AIDS kelompok PSK dan kelompok pengguna jarum sunrik
12 Joint United Nations Programme On Hiv/Aids (Unaids) And World Health
Organization (Who) 2004., Case Study On Estimating Hiv Infection In A
Concentrated Epidemic : Lessons From Indonesia).
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yang berbeda penangananny'.I, sehingga memudahkan dalam
melakukan pendampingat'r dan diharapkan lebil-r n-raksimal.
Beberapa faktor yang mendukut.tg terhadap Llpaya
penanggulanan FIIVAIDS di N,lalang adalah, Perda dan anggaran
yang menjadi modal Lrtama dalam penerapan kcbijakan pemcrintah,
sumberdaya manusia yang memiliki homitmen, fasilitas yang relatif
cukup untuk bekerja melalr-ri KPA dan l)inas terkait, medan budaya
dan modal sosial vang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi
FIIV/AIDS.
Adapun laktor penghambat penanggulangan HIV/AIDS di
Kabupaten adalah peraturan yang be rseberangan antara Perda
Penaggulangan AIDS dcngan Perda anti Nlaksiat yang lebih dahulu
diretapkan. Nlasih ada stigmatisasi terhaclap ODFIA, sehab belum
seluruhnya masyarakat Kab. Nlalang memahami masalah ini dengan
baik dan benar. Kurang optimalnya ocndampingan dan pembinaan,
sebab masalah ini masih menjadi konse ntrasi dari pihak-pihak
tertentu, belum dilakukan secara n-rassif. Perrvakilan stakeholder
yang hadir dalam rapat koordinasi selalu berganti-ganti sehingga
pengambilan keputusan kurang efektil u'aktu pertemuan terbatas
mengingat anggota KPA adalah hepala instansi yang memiliki
kesibukan internal. Tarik menarik birokrasi pusat dan daerah yang
dialami oleh Kantor Kemenag Kab. Nlalang sehingga anggaran yang
terbatas menvebabkan kegiatan kurang maksimal, media KIE masih
terbatas. tr,ledia KIE memang memerlukan perhatian khusus
mengingat luasnva sasaran sosialisasi dan terbatasnya pihak-pihak
yang menangani FIIV/AIDS ini sehingga media menjadi instrumen
yang diharapkan efektif dan efisien.
Penutup
1. Kesimpulan
implementasi Peraturan Daerah Kab. Malang No.14 Tahun
2008 Tentang Penaggulangan HIV/AIDS di Kab. IVlalang melalui
jejaring, antar lembaga telah membuahkan hasil. Hasil dimaksud
antara lain adalah meningkatnya layanan, tersedianya sarana dan pra
sarana kinerja KPA dan pemahaman masyarakat secara berproses.
Meskipun demikian masih terjadi hambatan dalam melakukan kerja
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jejaring, namun KPA relatif cukup efektif dan sinergis dalam
penaggulangan HIV/AIDS di Kab. Malang.
2. Rekomendasi
Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam
pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS dan mekanisme jejaring
yang telah dilakukan, maka perlu dikemukakan saran-saran yaitu. (1)
Perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan mengefektifkan ragam
komunikasi dengan stakholders sebagai anggota KPA agar informasi
mudah tersebar di kalangan stakeholders dan pihak-pihak terkait.(Z) Vlempreoritaskan pe nyediaan media KIE. (3) Lembaga
Legislatif diharapkan menyediakan anggaran yang seimbang antara
KPA dan BNK, mengingat FIIV/AIDS dengan narkoba sama
pentingnya. (4) Nlasyarakat dihimbau 
^gar memiliki kesadaranterhadap bahaya HIV/AIDS, dan proaktif terhadap masalah ini,
memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah
Kab.Nlalang serta bersikap wajar terhadap ODHA. (5) Bagi ODHA
he ndaknya berupaya tetap survive, menjaga kesehatan, tidak
berpotensi menyebarkan virus ini pada orang lain dan beraktivitas
produhtif.
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